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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak jenisnya tidak selamanya 

kekerasan itu berupa kekerasan fisik dan tidak selamanya Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga terjadi pada perempuan akan tetapi Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga juga terjadi pada anak. Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga terhadap anak salah satunya penelantaran terhadap 

anak hal ini sangat berpengaruh pada psikis anak yang berdampak 

pada kehidupan anak kedepannya. Sebagai seorang anak kita sudah 

seharusnya tau akan hak yang harus di berikan orang tua terhadap kita 

walaupun orang tua kita sudah tidak bersama atau bercerai, kita 

sebagai seorang anak harus menuntut hak kita. 

2. Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat dibutuhkan 

karena segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap 

martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan 

fisik, psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan 

kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh 

keadilan. Sebagaimana warga negara, setiap korban kekerasan dalam 

rumah tangga berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas 
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perlindungan dan perlakuan hukum yang sama dan adil tanpa 

diskriminasi. Pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanu-siaan 

harus diberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya, dan terhadap 

korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-

Undang yang berlaku. 

B. Saran 

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu meningkatkan sarana dan 

prasarana dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, 

Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah 

dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-

undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar ada peningkatan 

kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk diproses sesuai dengan 

prosedur peradilan yang berlaku. 

2. Sebelum orang tua mempunyai anak, ada baiknya Pemerintah 

mensosialisasikan hak-hak anak yang wajib dijaga oleh orang tua, 

seperti Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang 

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya. 
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3. Diharapkan orang tua dapat lebih menyayangi anaknya didalam suaru 

keluarga, begitu juga sebaliknya anak harus bisa menghormati 

orangtuanya dengan demikian hubungan diantara orngtua dan anak 

akan tercipta hubungan yang bahagia. 

4. Selanjutnya, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan 

penelitian secara langsung agar peneliti dapat mendalami dan 

memperkuat hasil penelitian dan kesesuaiannya dengan keadaan yang 

sebenarnya. 
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